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ABSTRAK :    -  bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara 

lebih efektif dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara; 

 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal  5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan dalam penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja dan diangkat oleh Ketua Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi untuk Satuan Tugas Unit Kerja Eselon II; 

 

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 1 Tahun 

2004;UU Nomor 5 Tahun 2014;UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 

dan Wali Kota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 

Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU 

menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);UU Nomor 7 Tahun 2017,PP Nomor 

42 Tahun 2004;PP Nomor 60 Tahun 2008;PP Nomor 94 Tahun 2021;Per BPKP Nomor 

Per-1326/K/LB/2009;PKPU Nomor 17 Tahun 2012;PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang  

Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 



dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);PKPU Nomor 14 Tahun 

2020;Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun/2014. 

 

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara ini diatur: Struktur 

dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 yang tercantum pada 

Lampiran I dan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang 

tercantum pada Lampiran II 

 

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Maret 2022. 

 - Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor   

49/HK.03.1-Kpt/71/Prov/III/2020 tentang Penetapan Personil Satuan Tugas Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Sulawesi Utara Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 - Lampiran 5 hlm. 


